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BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholder, dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-
nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada Bank diwajibkan untuk
melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate
Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (transparency),
Akuntabilitas (akuntability), Pertanggungjawaban (resposibility), Independensi (independency)

dan Kewajaran (fairness).

Manajemen PT. BPR Kanaya menilai bahwa Good Corporate Governance (GCG) sudah saatnya
untuk di laksanakan di lingkungan Bank ini mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri
perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat
penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah khususnya di Wilayah
Kabupaten/Kotamadya Badung Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang
semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan Good
Corporate Governance (GCG) secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik
dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) tentu akan memberikan hasil yang

optimal bagi perkembangan Bank ke depan.

I.  Latar Belakang

Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) yang untuk selanjutnya disebut

Pedoman Good Corporate Governance (GCG) merupakan acuan bagi Bank Perkreditan

Rakyat untuk melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka :

1. Mendorong tercapainya kesinambungan Bank melalui pengelolaan yang didasarkan
pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran
dan kesetaraan.

2. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank akan dihadapkan pada berbagai risiko,
baik risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi
maupun risiko kepatuhan yang dapat menimbulkan kerugian dalam pengembangan
usaha ke depan.

3. Untuk mengahadapi persaingan yang semakin ketat khususnya dalam menghadapi
Globalisasi Perbankan di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dibutuhkan
manajemen pengelolaan Bank yang dilandasi dengan prinsip Good Corporate
Governance (GCG) dan etika perbankan yang kuat.

4. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sangat dibutuhkan untuk
membangun kepercayaan stakeholder maupun pihak lain yang berkepentingan
dengan Bank agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPR Kanaya semakin
meningkat.

5. Guna meningkatkan sistem pengendalian intern Bank, terciptanya tata kelola Bank
yang baik, efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah (value added) bagi bank

ke depan.
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6. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ Bank, yaitu
Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar
dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral
yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

8. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Bank terhadap
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

9. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap
memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

10. Meningkatkan daya saing Bank secara nasional maupun internasional, sehingga
meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan
pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

BPR Kanaya sebagai perusahaan perantara jasa keuangan, mempunyai kedudukan penting
dalam perekonomian. Sebagai industri yang beroperasi berdasarkan kepercayaan, kinerja
Bank sensitive terhadap persepsi public dan pasar.

Dalam lingkungan bisnis yang ditandai dengan kompleks risiko yang dihadapi Bank,
tuntutan transparansi dan tuntutan dari pemegang kepentingan (stakeholders)
mendorong Bank untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance yang disingkat sebagai GCG).

Good Corporate Governance (GCG) ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan
kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang yang akan memberi
manfaat dan nilai tambah kepada stakeholders. Penerapan Good Corporate Governance
(GCG) mendukung pencapaian tujuan bisnis, mitigasi risiko dengan baik sehingga dalam
jangka panjang dapat meningkatkan nilai perusahaan serta reputasi Bank.

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, Bank Kanaya menetapkan komitmen
untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada
pengimplementasian prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Melalui implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten
dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan
kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, baik secara
nasional maupun internasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka
panjang sehingga tujuan Perseroan dapat tercapai.

PENGERTIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Untuk dapat memahami Good Corporate Governance berikut ini diberikan beberapa

definisi yang dikeluarkan oleh institusi penting dalam industry perBankan :

1. Prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh OECD (Organization for Economic Co-
operation and Development — April 2004 memberikan definisi Good Corporate
Governance (GCG) sebagai “seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan.
Direksi dan Dewan Komisaris (Board), pemegang saham dan pemegang kepentingan
lainnya (stakeholders)

2. Komisi Basel tidak memberikan definisi terhadap good corporate governance. Tetapi
pedoman Komite Base (BIS atau Basel Committee on Banking Supervision) yang
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diterbitkan pada tahun 2006 mengadopsi prinsip-prinsip Good Corporate Governance
(GCG) dari OECD tersebut.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) tidak memberikan definisi Good
Corporate Governance (GCG) tetapi menyampaikan “setiap perusahaan harus
memastikan bahwa asas Good Corporate Governance (GCG) diterapkan pada setiap
aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan”. Asas Good Corporate Governance
(GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran
dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability)
perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders).

Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan Good Corporate Governance (Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 4/P0OJK.03/2015) sebagai suatu tata kelola Bank yang
menerapkan prinsip-prinsip :

a. Keterbukaan (Tranparency)

b. Akuntabilitas (Accountability)

c. Tanggung Jawab (Responsibility)

d. Independensi (Independency)

e. Kewajaran (Fairness)

Prinsip tersebut disebut TARIF

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang

jelas bahwa agar pengelolaan usahn Bank dapat berjalan dengan baik maka Bank wajib

melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap

kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-

prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) dimaksud termasuk pula pada saat

penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah

pengawasan internal pada seluruh jenjang organisasi.

TUJUAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bertujuan untuk :

1.
2.
3.

Mendukung pencapaian visi dan misi Bank

Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan;

Agar tercipta budaya transparansi atau keterbukaan di dalam mengemukakan
informasi yang bersifat material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan
pengambilan keputusan.

Mewujudkan adanya kejelasan masing-masing fungsi dalam pelaksanaan
pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya bisa berjalan secara efektif
dan efisien.

Agar pertanggungjawaban terhadap pengelolaan kegiatan operasional Bank semakin
jelas yaitu adanya kesimbangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan pengelolaannya.

Dalam pengelolaan usaha Bank harus dilaksanakan secara independen dan
profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang dapat
mempengaruhi jalannya operasional.

Dalam pengelolaan usaha Bank harus dilaksanakan secara berkeadilan dan kesetaraan
dalam memenuhi hak-hak stakeholdersyang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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8. Guna mewujudkan terciptakan sistem pengendalian internal yang efektif yang
didasarkan pada prisip-prinsip dasar penerapan Good Corporate Governance.

9. Memaksimalkan nilai perusahaan

10. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya bahwa
pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara professional

11. Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan

12. Memberikan pedoman bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan
tugasnya

13. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif

14. Mengoptimalkan hubungan risk — return yang konsisten dengan strategi bisnis

15. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank yang
didasari pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

16. Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG)

17. Membantu terwujudnya good corporate citizen.

PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG)

Terselenggaranya pengelolaan Bank yang sehat dan berkualitas yang didasarkan prinsip-
prinsip dasar Good Corporate Governance tentu akan menjadi tujuan bagi setiap pengurus
maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan usaha Bank akan
melibatkan banyak pihak mulai dari Pegawai, Direksi, Dewan Pengawas hingga masyarakat
sebagai pengguna jasa perbankan. Oleh karena banyaknya pihak yang sangat
berkepentingan dengan penerapan Good Corporate Governance, maka pihak Manajemen
Bank telah mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1. DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Good Corporate Governancesecara umum termasuk kebijakan Direksi
yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang benar.

2. DIREKSI

Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank yang sehat
serta memastikan bahwa prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) telah
berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG)
telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil
pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI/SPI) maupun melalui mekanisme
pengawasan yang ditetapkan Direksi.

3. SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)/SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI/SPI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif
dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan Good Corporate Governance
(GCG) melalui pemeriksaan dan pengawasan pasif secara berkesinambungan guna
memastikan bahwa Good Corporate Governance telah dilaksanakan dengan baik oleh
semua organ dalam organisasi Bank dan telah sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.
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4. PEJABAT DAN PEGAWAI BANK
Setiap jajaran dalam organisasi wajib memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance secara menyeluruh di masing-masing unit kerja dalam
organisasi. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang efektif akan
mendorong pegawai untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
(GCG) secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksanana tugasnya.

5. PIHAK-PIHAK EKSTERN
Pihak eksternal yang berkepentingan dengan pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG) antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK),
Akuntan Publik, maupun pihak-pihak lain tentu sangat berharap agar prinsip dasar
Good Corporate Governance (GCG) dapat diterapkan secara benar dan

bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi bank yang sehat.

V. FAKTOR PERTIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN SOP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(GCG)
Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/P0OJK.03/2015 tgl. 31 Maret 2015 bahwa
Bank wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam pelaksanaan Tata Kelola tersebut diatur lebih
lanjut antara lain tentang permodalan Bank, jumlah komposisi dan kriteria Direksi.
Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut telah
memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan erat dengan pelaksanaan Good Corporate

Governance.

1. Meningkatnya Total Aset Bank
Jumlah aset yang dimiliki PT. BPR Kanaya berjumlah cukup besar baik yang bersifat
fisik maupun non fisik yang senantiasa dilindungi serta sangat berpengaruh terhadap
pelaksanaan Good Corporate Governance yang berhubungan dengan aset tersebut.
Dengan pelaksanaan/penerapan Good Corporate Governance diharapkan aset Bank
yang cukup besar tersebut dapat dimanfaatkan dan diberdayakan secara benar untuk
pengembangan usaha Bank dan bukan untuk tujuan lain yang dapat merugikan Bank.

2. Meningkatnya Perkembangan Jumlah dan Jenis Produk yang Ditawarkan Bank
Perkembangan jumlah produk dan jasa yang ditawarkan PT. BPR Kanaya kepada
masyarakat terus menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan dari
waktu ke waktu. Manajemen menyadari bahwa setiap bentuk produk dan jasa yang
ditawarkan kepada masyarakat syarat dengan potensi risiko yang dapat merugikan
Bank. Oleh karena itu setiap risiko yang muncul dari pengembangan produk harus
senantiasa dapat diminimalisasi sampai batas-batas yang ditolelir melalui penerapan

Good Corporate Governance secara menyeluruh.

3. Meningkatnya Kegiatan dan Kompleksitas Operasional
Dengan adanya 1 Kantor Pusat serta bervariasinya jenis dan aktivitas yang dikelola

Bank sangat dibutuhkan adanya pengawasan yang bersifat komprehensif melalui
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penerapan Good Corporate Governance secara menyeluruh. Semakin kompleks jenis
kegiatan operasional Bank tentu semakin tinggi pula risiko yang ditimbulkan dan
disinilah penerapan Good Corporate Governance sangat dibutuhkan agar risiko

Inherent (risiko melekat) yang mungkin timbul dapat diminimalisasi dengan baik.

Meningkatnya Jumlah Sumber Daya manusia (SDM)

Guna mendukung seluruh kegiatan operasional Bank dibutuhkan Sumberdaya
Manusia yang cukup serta memiliki kompetensi yang tinggi agar seluruh kegiatan
operasional Bank dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan jumlah tenaga kerja
sebanyak 39 orang, harus dapat diberdayakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan
Bank dan ini tentunya harus disertai pula dengan sistem pengawasan yang baik agar
seluruh pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan melihat
besarnya jumlah pegawai dan kompleksitas usaha Bank maka diperlukan penerapan
Good Corporate Governance disemua lini agar semua komponen dalam organisasi
dapat melaksanakan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) dengan

baik dan benar.

Meningkatnya Penggunaan Teknologi Sistem Informasi

Pengelolaan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang berbasis komputer atau Teknologi
Infomasi yang dilakukan secara terintegrasi tetap saja dihadapkan pada risiko
operasional yang tinggi. Banyaknya kecurangan, penyimpangan dan pembobolan
Bank yang dilakukan dengan menggunakan tekonologi kompoter dapat berakibat
fatal bagi kelanjutan usaha Bank. Untuk mengantisipasi timbulnya risiko yang lebih
besar, sudah barang tentu dibutuhkan pengelolaan Teknologi Sistem Informasi yang
memadai serta didukung dengan pemahaman terhadap Good Corporate Governance
yang memadai. Dengan penerapan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance
(GCG) yang benar diharapkan penyalahgunaan Teknologi Sistem Informasi untuk

kepentingan pribadi dapat diminimalisasi.

Rencana Penerapan Prinsip Dasar Good Corporate Governance Berdasarkan
Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk mengantisipasi rencana penerapan Prinsip Dasar Good Corporate Governance
yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness
(TARIF) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan diterapkan pada seluruh
lembaga keuangan Bank di Indonesia pada tahun 2015 sesuai Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola
BPR (Good Corporate Governance BPR). Mengingat pentingnya rencana penerapan
Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh, maka perlu dibuatkan
Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) untuk disosialisasikan lebih
lanjut agar pada waktunya nanti Bank sudah siap melaksanakan Good Corporate

Governance (GCG) dengan baik dan benar.
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VI.

PRINSIP-PRINSIP DASAR GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAKSANAANNYA
Mengacu pada Prinsip Dasar Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia
tanggal 9 Januari 2013 maupun Rencana Penerapan Tata Kelola BPR tahun 2015, dikatakan
bahwa setiap Bank harus dapat memastikan bahwa asas Good Corporate Governance
(GCG) telah diterapkan pada setiap aspek bisnis dan diseluruh komponen dalam organisasi
Bank. Guna mewujudkan tata kelola Bank yang sehat serta memperhatikan kepentingan
Stakeholders dan pemangku kepentingan secara menyeluruh, maka PT. BPR Kanaya telah
menetapkan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) yang wajib
dilaksanakan oleh semua personel dalam organisasi Bank yang dikenal dengan prinsip
TARIF. Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan
kegiatan usahanya Bank wajib senantiasa menganut prinsip-prinsip Good Corporate
Governance (GCG) sebagai berikut:

1. TRANSPARANSI (TRANSPARANCY)

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan
serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi mengandung
unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu,
memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh
pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank
menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi kepentingan
konsumen (nasabah). Hal-hal yang berhubungan transparansi tersebut diatur lebih
lanjut sebagai berikut :

a. Pedoman Pokok Pelaksanaan

1) Mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting
yang diperlukan oleh pemangku kepentingan termasuk menyediakan Buku
Pedoman Operasional Bank (Standar Prosedur Operasi) dari masing-masing
aktivitas fungsional yang ada dalam organisasi Bank secara tertulis dan
dikomunikasikan kepada semua pegawai guna mendukung kelancaran
dalam pelaksanaan tugas pegawai.

2) Bank wajib menyediakan informasi keuangan maupun non keuangan kepada
stakeholders dengan tidak mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi
ketentuan kerahasiaan Bank yaitu dalam bentuk laporan bulanan, laporan
triwulanan, laporan semesteran, laporan tahunan dan laporan publikasi baik
melalui Website Bank, maupun dalam bentuk laporan lainnya yang
diinformasikan melalui media yang ditetapkan.

3) Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak hanya
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal lain
yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham,
nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

4) Bahwa semua kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Pengawas wajib
disosialisasikan atau dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dengan

tujuan agar mengetahui dan memahami kebijakan yang ditetapkan Direksi.




PT. BPR KANAYA

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

5) Setiap bentuk pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan
dengan melibatkan organ-organ dalam organisasi guna menghindari adanya
penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan tersebut.

6) Seluruh kebijakan yang ditetapkan Direksi baik yang tercatat dalam notulen
rapat Direksi, Surat Keputusan Direksi (SKDIR), Surat Edaran maupun dalam
bentuk lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
operasional Bank, wajib ditatusahakan dengan baik.

7) Informasi tersebut secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku
kepentingan.

b. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaannya Bank menerapkan prinsip ini dalam berbagai aspek yang
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Transparansi Kondisi Keuangan dan Kondisi Non Keuangan

a) Bank melaksanakan transparansi kondisi keuangan kepada public
dengan mengikuti ketentuan disklosur (keterbukaan informasi) yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan berpedoman
standar akuntansi perBankan yang berlaku.

b) Bank menerbitkan Laporan Tahunan yang berisi kondisi keuangan Bank
dan transparansi kondisi non keuangan. Selain Laporan tahunan Bank
menerbitkan laporan kuartalan ke public tentang kondisi keuangan
Bank.

2) Transparansi Informasi Produk dan Jasa Bank

Bank wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau

layanan dan penggunaan data nasabah Bank dengan berpedoman pada

persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor

jasa keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi

informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
3) Aspek Kerahasiaan Bank

Prinsip keterbukaan yang dianut Bank dilakukan dengan memperhatikan

pada ketentuan kerahasiaan Bank seperti diatur dalam Undang-Undang

Perbankan No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut kerahasiaan

Bank adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan

mengenai Nasabah penyimpan dan Simpanannya.

2. AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY)
Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank
sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas mengandung unsur
kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank
sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya
secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu Bank harus dikelola
secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang

saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan




PT. BPR KANAYA

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Bank merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja Bank yang

berkesinambungan. Adapun aspek-aspek yang berhubungan dengan Akuntabilitas

diatur lebih lanjut sebagai berikut :

a. Pedoman Pokok Pelaksanaan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan target usaha jangka pendek
untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya.

Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing
organ, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran
dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran
usaha dan strategi Bank.

Memastikan bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
serta seluruh jajaran pimpinan Bank harus membuat pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugasnya, secara periodik sesuai dengan ketentuan
internal Bank.

Manajemen Bank harus dapat meyakini bahwa semua organ Bank
mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami
perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang
diimplementasikan dalam bentuk : penilaian tingkat kesehatan, penilaian
kinerja pegawai, penilaian profil risiko, penilaian dalam pencapaian target
Bank, efektifitas dalam pengendalian intern, meningkatnya brand image
perusahaan dan lainnya.

Bank harus dapat memastikan terdapatnya Check and Balance System di
dalam pengelolaan Bank yang dapat diimplementasikan dalam bentuk :
berfungsinya sistem pengendalian intern, berfungsinya Satuan Kerja Audit
Intern (SKAI) secara efektif, berfungsinya secara efektif Sistem Informasi
Manajemen (SIM) dan Teknologi Sistem Informasi (TSI), berfungsinya sistem
pengawasan melekat, terciptanya budaya sadar risiko pada semua organ
dalam organisasi.

Memiliki ukuran kinerja dan sistem remunerasi bagi masing-masing anggota
Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya
berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi,
nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki sistem
penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing insan
Bank harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah

disepakati.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya Bank menerapkan prinsip ini dengan memperhatikan

aspek-aspek sebagai berikut :
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1) Kelengkapan struktur governance Bank baik di tingkat Dewan Komisaris
maupun Direksi termasuk system manajemen risiko dan pengendalian
intern.

2) Kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi dan unit
organisasi Bank sesuai dengan tujuan Bank.

3) Penetapan rencana bisnis Bank yang diturunkan sampai ke tingkat unit
organisasi serta mengadakan evaluasi terhadap pencapaian hasil secara
berkala.

4) Penetapan system penghargaan dan sanksi yang mampu mendukung
pencapaian rencana bisnis Bank.

5) Penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dilakukan berdasarkan
perhitungan KPMM.

5) Direktur Utama memberikan pernyataan tentang tanggung jawab atas

penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank.

PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY)

Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Responsibilitas
mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
ketentuan internal Bank serta tanggungjawab Bank terhadap masyarakat dan
lingkungan. Resposiblilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya
kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Untuk menjaga kelangsungan usaha
tersebut Manajemen telah mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. Pedoman Pokok Pelaksanaan

1) Semua organ dalam organisasi Bank wajib menerapkan ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku sebagaima telah ditetapkan oleh Bank
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LPS, PPATK, Departemen Keuangan,
kebijakan Direksi maupun lembaga-lembaga lainnya yang terkait dalam
pelaksanaan kegiatan operasional bank.

2) Menafsirkan secara baik ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar
dan peraturan internal Bank, tidak hanya dari perumusan kata-kata yang
tercantum didalamnya, tetapi juga dari latar belakang yang mendasari
dikeluarkannya peraturan dan ketentuan tersebut.

3) Semua organ dalam organisasi Bank harus mampu menjaga nama baik dan
kepercayaan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan dalam
melaksanakan tanggungjawab sosial. Dengan melaksanakan Corporate
Sosial Responsibility (CSR) secara baik, benar dan berkesinambungan akan
memberikan image yang positif terhadap Perusahaan (BPR). Untuk
pelaksanaannya telah diatur sebagai berikut :

a) Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (Service
Excellence)
b) Melayani dan menyelesaikan setiap bentuk pengaduan nasabah yang

merasa dirugikan Bank secara baik.
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c) Memberikan bantuan baik secara financial maupun non finansial
kepada warga masyarakat di lingkungan kerja Bank sebagai bukti
kepedulian bank terhadap masyarakat.

d) Menjaga hubungan komunikasi dengan masyarakat dan lingkungan
secara baik dan berkesinambungan guna menjaga kelangsungan usaha
dan brand image perusahaan.

e) Menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak
ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati,
seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun
pedoman operasional Bank.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya Bank menerapkan prinsip ini dengan memperhatikan

aspek-aspek sebagai berikut :

1) Bank membentuk unit fungsi internal audit, manajemen risiko dan
kepatuhan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Bank tidak menyimpang
dari hukum dan peraturan yang berlaku.

2) Bank menindaklanjuti temuan dari pihak eksternal seperti hasil pemeriksaan
Otoritas Jasa Keuangan, rekomendasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK), rekomendasi dari auditor eksternal dan
pengawas eksternal lainnya.

3) Bank menindaklanjuti pengaduan nasabah dan mengganti kerugian atas
kesalahan operasional yang terjadi.

INDEPENDENSI (INDEPENDENCE)

Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak
manapun. Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan
objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur
independensi tersebut maka Bank harus senantiasa dikelola dengan baik dan
independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran
dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak
manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Aktivitas yang berhubungan dengan

aspek independensi tersebut diatur lebih lanjut sebagai berikut :

a. Pedoman Pokok Pelaksanaan

1) Menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh
kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala
pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan
secara obyektif.

2) Mengatur lebih lanjut tentang wewenang dan tanggungjawab Pemegang
Saham, Dewan Pengawas dan Direksi secara jelas dan tertulis.

3) Mengatur lebih lanjut tugas dan tanggungjawab Satker Manajemen Risiko

dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara jelas.
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4)

5)

Adanya pemisahan fungsi secara jelas antara tugas pengawasan dengan
tugas operasional.

Setiap bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan organ dalam
perusahaan harus dilakukan secara obyektif dan bebas dari segala bentuk

tekanan dari pihak manapun.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya Bank menerapkan prinsip ini dengan memperhatikan

aspek-aspek sebagai berikut :

1)

2)

3)

Masing-masing organ Bank harus menghindari terjadinya dominasi oleh
pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu dan menghindari
benturan kepentingan baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam
transaksi dengan bank.

Agar terdapat check and balance dalam pelaksanaan operasi Bank maka
pihak independen ditunjuk untuk menduduki jabatan pada tingkat Dewan
Komisaris.

Bank akan melaporkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan

sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

KEWAJARAN DAN KESETARAAN (FAIRNESS)
Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur perlakukan yang adil dan kesempatan

yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan

kegiatannya, Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham,

konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan

kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Pengaturan lebih lanjut

tentang kewajaran dan kesetaraan adalah sebagai berikut :

a. Pedoman Pokok Pelaksanaan :

1)

2)

Memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku
kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada
Bank.

Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk
memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank

serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya Bank menerapkan prinsip ini dengan memperhatikan

aspek-aspek sebagai berikut :

1)

2)

Dalam penerimaan pegawai dan pengembangan karir pekerja serta
pelaksanaan tugas secara profesional, Bank tidak membedakan suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin (gender) dan kondisi fisik.

Segala bentuk transaksi, pembelian, atau keputusan penting lainnya, wajib

dilakukan dengan memperhatikan asas kewajaran.
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BAB II
SISTEM GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Mempertimbangkan bahwa Bank melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya
untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku (rule based) tetapi berdasarkan keyakinan
bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) mempunyai arti penting bagi
kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang, tahapan pelaksanaan system Good Corporate
Governance (GCG) di Bank terdiri dari 3 (tiga) komponen/aspek yaitu :

I.  KOMITMEN TERHADAP PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Untuk melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) Bank menyadari diperlukan
komitmen di tingkat manajemen puncak (tone from the top). Pada tahapan ini Bank
menetapkan nilai-nilai utama perusahaan dan visi yang disebarluaskan ke seluruh
karyawan.

1. Visi, Misi dan Motto Bank
Perusahaan mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai pada masa
yang akan datang dan misi yang memuat cara untuk mencapai visi yang telah
ditetapkan. Visi yang jelas akan membuat setiap orang dalam organisasi memiliki
kerangka berfikir yang sama baik dalam membuat strategi bisnis, menetapkan target-
target, maupun dalam upaya mencapai target yang ditetapkan.

a. VISl Bank
Visi Bank Kanaya adalah “ Menjadikan PT. BPR KANAYA yang Sehat dan Kuat
didukung dengan Pelayanan Prima serta Kepuasan Nasabah”.

Ungkapan pernyataan visi ini mengandung harapan agar BPR Kanaya Sehat,
dikelola secara profesional dan sehat serta memegang teguh prinsip kehati-
hatian, mempunyai daya saing yang baik, sebagai mitra kerja yang dapat
dipercaya oleh segenap nasabah, pemilik dan stakeholders lainnya serta
mempunyai SDM yang handal.

b. MISI Bank
Misi dari Bank Kanaya adalah memberikan pelayanan kegiatan Perbankan terbaik
sehingga dipercaya nasabah dan masyarakat sebagai mitra usaha dalam
pengembangan usahanya sesuai program pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan tentunya memberi keuntungan yang maksimal
bagi stake holder.
Untuk mencapai Misi tersebut dengan tetap berpegang teguh pada aturan
ketentuan pada usaha bisnis kepercayaan sehingga dapat tumbuh sehat secara
baik maka harus didukung oelh usaha kemitraan yang memadai antara lain :
1) Sebagai lembaga intermediasi antara penyimpan dan peminjam;
2) Peningkatan pemasaran baik funding (dana) maupun lending (kredit);
3) Peningkatan kualitas SDM yang profesional;
4) Peningkatan sistem dan prosedur serta peningkatan kualitas pengawasan;
5) Tetap menjaga kualitas kredit untuk mencapai target NPL maksimum 2%;
6) Perbaikan rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dengan berbagai langkah

manajemen dengan merumuskan dalam “Action Plan”;
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7) Perbaikan kualitas Profitabilitas agar lebih optimal sehingga memberikan
keuntungan baik stake holder maupun share holder;

8) Pengembangan struktur organisasi yang efektif dan efisien sehingga rasio
antara jumlah tenaga kerja, beban/biaya tenaga kerja dan volume usaha
menjadi lebih proporsional dan sehat;

9) Terus meingkatkan modal usaha bank;

10) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM, pemberdayaan dengan
pelimpahan wewenang yang lebih luas serta kebijakan personalia yang lebih
tegas dan adil dalam hal “Reward and Funishment”.

c. Motto Bank
Motto PT. BPR Kanaya adalah “KAMI ADA KARENA ANDA PERCAYA”. Dengan
diberikannya rasa kepercayaan yang tinggi oleh nasabah maka pelayanan dengan
sepenuh hati yang akan diberikan oleh Bank Kanaya merupakan faktor yang
paling utama.

Motto ini lah yang akan mendasari gerak langkah seluruh karyawan, pengurus,
termasuk pemilik, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi BPR Kanaya.

Nilai-nilai Perusahaan (Core Value)
Nilai-nilai Perusahaan mencakup nilai Budaya Kerja yang diterjemahkan
dalam Tindakan Budaya Kerja yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan
bertindak individu-individu dalam kelompok yang dipergunakan secara terus
menerus. Semua insan Bank diharuskan bertindak sesuai nilai-nilai pokok tersebut
dalam pelaksanaan tugas. Nilai-nilai utama yang diyakini yaitu :
a. Dapat Dipercaya
Dapat dipercaya artinya dengan berpikir, berkata dan berbuat sesuai dengan hati
nurani dan diimplementasikan dalam dunia kerja maka rasa kepercayaan dari
Nasabah akan tumbubh.
Contoh Perilaku :
1) Selalu berpikir, berkata dan berbuat baik sesuai dengan hati nurani.
2) Belajar terus menerus untuk menjadi yang terbaik dibdangnya.

a. Peduli

Peduli artinya rasa memiliki yang tinggi dengan bersikap mengerti dan tanggap

terhadap situasi dan kondisi lingkungan serta memiliki perhatian yang tulus

terhadap kebaikan dan kemajuan sesama (Mengerti sebelum dimengerti).

Contoh Perilaku:

1) Mewujudkan kepedulian dan memberikan kontribusi positif terhadap
keadaan sosial di sekitar area dimana Bank Kanaya beroperasi;

2) Berlaku adil dan bijaksana tanpa membeda-bedakan latar belakang nasabah;

3) Memupuk sikap siap membantu terhadap keluhan/pertanyaan yang
diajukan oleh nasabah;

4) Merespon kejadian yang terjadi disekitar kita;

5) Peka terhadap kebutuhan stakeholders kita;

6) Mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah dan mengambil langkah-
langkah untuk mengatasinya.
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b. Sinergi

Sinergi artinya menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bersama untuk

mencapai hasil yang terbaik.

Contoh Perilaku :

1) Menghargai perbedaan sebagai kekuatan;

2) meraih hasil yang lebih baik sebagai sebuah tim melalui kekuatan dari
kemajemukan di antara kita;

3) Menciptakan sinergi dengan mencari pendapat orang lain, guna melengkapi
pemikiran saya dan mendapatkan bantuan mereka pada saat pelaksanaan;

4) Membantu orang lain jikalau dibutuhkan.

c. Fokus pada Hasil
Fokus pada Hasil artinya fokus pada apa yang bisa kita lakukan maka nantinya
akan tercapai yang terbaik.
Contoh perilaku :
1) Memulai hari dengan tujuan dan mengakhiri hari dengan hasil dan
pembelajaran;
2) Bekerja dengan sepenuh hati dan pantang menyerah;
3) Fokus pada apa yang bisa kita lakukan;
4) Bekerja lebih dari apa yang diharapkan;
5) Besyukur.

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang menjabarkan struktur, tugas dan
tanggung jawab, pembagian tugas, etika kerja, rapat, organisasi, dan hubungan kerja
dari Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi
dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Bank.

Tata Tertib dan Kode Etik (Code Of Conduct) Perusahaan

Tata Tertib dan Kode Etik Bank merupakan pedoman yang menjelaskan etika usaha
dan tata perilaku insan Bank untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan
perusahaan yang baik.

Tata Tertib dan Kode Etik Bank menjadi standar perilaku yang wajar, patut dan dapat
dipercaya untuk semua insan Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk
berinteraksi dengan pemangku kepentingan (stakeholders).

Tata Tertib dan Kode Etik Bank berlaku bagi seluruh insan Bank diseluruh jenjang
organisasi Bank. Penerapan Kode Etik Bank secara terus menerus dan
berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan
mendukung terciptanya budaya Perusahaan.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perjanjian kerja bersama (PKB) mengatur syarat-syarat kerja yang merupakan hasil
perundingan dan kesepakatan antara Bank dengan Karyawan, yang akan digunakan
sebagai pedoman oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja dan
sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan perjanjian kerja bersama.
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Kesepakatan tersebut merupakan amanat dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang
pada prinsipnya merupakan acuan dalam membina hubungan industrial yang
harmonis antara Bank dan Karyawan.

6. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
merupakan komitmen Bank.
Kanaya untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Bank
sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam fungsinya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, BPR Kanaya
memiliki strategi dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terintegrasi
dengan strategi bisnis BPR Kanaya yang memperhatikan pelestarian sumber daya
alam dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan BPR Kanaya dipublikasikan kepada
pemangku kepentingan dalam laporan secara berkala.

Il. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1. Pembentukan Struktur Good Corporate Governance (GCG)

Dalam tahap ini Bank membentuk struktur Good Corporate Governance (GCG) yang

meliputi 2 (dua) hal yaitu :

a. Struktur organisasi Bank termasuk Dewan Komisaris dan Direksi dan Pejabat
Eksekutif dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

b. Kebijakan dan prosedur organisasi serta pedoman perilaku (Kode Etik
Perusahaan) yang merupakan pedoman kerja bagi struktur organisasi yang telah
dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

2. Penyebaran Good Corporate Governance (GCG)
Setelah komitmen dan pembentukan struktur organisasi maupun penetapan
kebiajkan dan prosedur, Bank masih perlu melakukan beberapa aktivitas untuk
pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), aktivitas tersebut meliputi :

a. Sosisalisasi Good Corporate Governance (GCG)

Program sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) bertujuan untuk
membangun pemahaman yang sama, kepedulian dan komitmen untuk
melaksanakan Good Corporate Governance (GCG). Program ini dapat dilakukan
melalui beberapa tingkatan pengenalan (induction) sampai dengan program yang
lebih maju (advanced) dengan peserta dimulai dari calon karyawan sampai
dengan pejabat senior Bank. Media sosialisasi dapat berupa tatap muka maupun
komunikasi lainnya.

Pelaksanaan sosialisasi dengan mempertimbangkan komitmen Good Corporate
Governance (GCG) itu dibangun dari atas (tone from the top) disarankan
dilakukan sendiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin dalam forum
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yang interaktif. Perlu ditambahkan bahwa cakupan sosialisasi GCG termasuk juga
sosialisasi atau pelatihan yang dilakukan Bank terhadap kebijakan pendukung
Good Corporate Governance (GCG) seperti kode etik dan penanganan
pelanggaran.

b. Self Assessment Good Corporate Governance (GCG)
Pelaksanaan self assessment GCG dilakukan dengan mengikuti ketentuan dari
Otoritas Jasa Keuangan.

c. Pelaporan Good Corporate Governance (GCG)
Selain self assessment Bank juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan
transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil transparansi Good Corporate
Governance (GCG) dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Bank.

TAHAP PENGEMBANGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bersifat dinamis mengikuti perkembangan

ekstern yang berlangsung. Mengingat hal itu Good Corporate Governance (GCG) Bank

perlu mengikuti perkembangan terbaru mengenai Good Corporate Governance (GCG).

Beberapa aktivitas yang termasuk dalam tahap ini dapat disebutkan sebagai berikut :

1.

Benchmark dengan perusahaan lain yang terbaik dalam pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG).

Membagi pengalaman dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dengan
Bank lain melalui forum asosiasi (Perbarindo).

Melakukan koreksi terhadap praktik yang belum sesuai dengan kebijakan GCG dan
melakukan perbaikan untuk mencapai standar best practice.

Perbaikan terhadap kebijakan Good Corporate Governance (GCG) dengan
mempertimbangkan ketentuan terbaru.
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BAB I
FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Agar pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dapat berjalan secara efektif perlu adanya

pengaturan lebih lanjut tentang fungsi, tugas dan tanggungjawab yang jelas dan tertulis kepada

masing-masing organ dalam organisasi. Hal ini dianggap penting karena dengan pengaturan

terhadap tugas dan tanggungjawab akan tercipta mekanisme kerja yang terkonsolidasi dengan

baik sekaligus sebagai komitmen bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Hanya dengan komitmen yang kuat dari organ perusahaan dan seluruh jajaran yang ada, maka
Good Corporate Governance (GCG) diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan

bertanggungjawab. Adapun pengaturan lebih lanjut tentang fungsi, tugas dan tanggungjawab
perangkat Good Corporate Governance (GCG) dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

I. PEMEGANG SAHAM
Dalam rangka melindungi kepentingan deposan, penabung, dan kreditur lain sebagai

penyedia dana terbesar dalam Bank serta sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

perBankan, terdapat beberapa kekhususan yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh
pemegang saham Bank sebagai berikut :

1.

10.

Pemegang saham pengendali harus memenuhi syarat dan lulus fit and profer test dari
Otoritas Pengawas Bank dengan ketentuan yang berlaku.

Pemegang saham pengendali harus memberikan komitmennya untuk memenuhi
kebutuhan modal Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank wajib memperlakukan sama dan setara semua pemegang saham sehingga dapat
melaksanakan hak-haknya sebagai berikut :

a. Memberikan suara dan memperoleh dividen sesuai porsi kepemilikannya.

b. Memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara akurat dan tepat waktu.
Pemegang saham hendaknya menggunakan haknya untuk memilih anggota Dewan
komisaris dan Direksi yang memiliki integritas tinggi dan mampu mengelola serta
mengendalikan Bank secara sehat.

Pemegang saham Bank dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi,
keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangatdan cara yang
bertentangan dengan peraturan perundangan dan kewajaran di bidang perBankan.
Pemegang saham pengendali harus dapat memenuhi kebutuhan modal Bank sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Pemegang saham yang tidak mampu memenuhi kebutuhan permodalan Bank harus
bersedia untuk melepaskan hak dan atau sahamnya kepada pihak yang mempunyai
kemampuan dan atau menyetujui Bank untuk digabungkan atau dileburkan dengan
bank lain.

Pemegang saham Bank wajib melaksanakan Good Corporate Governance sesuai
dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

Pemegang saham dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga,
perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan
Pemegang saham dilarang mencampuri kegiatan operasional Bank yang merupakan
tanggung jawab Direksi.
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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam
batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran
Dasar Bank. Keputusan RUPS harus ditindaklanjuti oleh Bank dan menjadi tanggung jawab
Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPS wajib memutuskan hal-hal pokok dan penting yang terkait dengan kegiatan usaha

Perusahaan. Segala keputusan RUPS harus dilakukan melalui mekanisme yang diatur oleh
Undang-Undang dan atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

DEWAN KOMISARIS

1.

Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada
peraturan terkait pelaksanaan Good Corporate Governance, Undang-undang
Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pasar Modal,
Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Disamping itu, Dewan
Komisaris wajib memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar
Bank.
Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank berhak memasuki
bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
Bank, dan berhak memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan
mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank serta
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dewan
Komisaris berhak untuk meminta penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan
dengan Bank.
Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau
lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan
anggaran dasar dan aturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian
tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya dan
komisaris dalam waktu 30 hari diwajibkan menyelenggarakan RUPS apakah anggota
direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada
kedudukannya semula, sedangkan anggota direksi yang diberhentikan sementara itu
diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Apabila RUPS tersebut tidak
dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka
pemberhentian itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak
menjabat kembali jabatannya semula.
Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus bank apabila
seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara.
Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, namun tidak
terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :
a. Pengawasan Strategis
1) Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan,

memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. Namun

demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan

19



PT. BPR KANAYA

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

2)

3)

Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan

menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:

a) persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang
terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas
maksimum pemberian kredit bank;

b) keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau
peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan

dalam butir 1) dan 2) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh

Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas

pelaksanaan pengurusan Bank.

Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari

satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris,

Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 10 (sepuluh)

hari kerja sejak ditentukkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya
atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan
usaha Bank

b. Pengawasan Perusahaan

1)

2)
3)
4)

5)

Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik
pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi.

Mereview dan menyetujui rencana bisnis.

Mereview dan menyetujui laporan tahunan.

Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan

c. Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan

serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan

serta standar yang relevan.

d. Dewan Komisaris diharapkan untuk:

1)
2)

3)

4)

Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait;
Mempelajari paket informasi yang disediakan manajemen sebelum
diselenggarakannya rapat, dan melakukan persiapan untuk membahas
materi pada saat rapat;

Membaca semua laporan dan permohonan yang diajukan dan secepatnya
memberikan persetujuan secara tertulis;

Menghadiri semua rapat Pemegang Saham.

e. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan

strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang

menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Dewan akan disediakan

oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, termasuk

namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

a. Rencana bisnis;
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b. Laporan Bulanan dan

c. Laporan, segera setelah diketahui, mengenai pelanggaran peraturan perundang-
undangan, fraud dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang
diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank

Dewan Komisaris harus memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya, termasuk untuk menggunakan tenaga ahli, yang

dianggap perlu, tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Direksi.

Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap Bank apabila

diminta Otoritas Jasa Keuangan.

IV. DIREKSI

1.

4)

5)

6)

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan

Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung

jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib

Kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya

termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas,

Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan, Peraturan di bidang Pasar Modal, Peraturan Bursa Efek Indonesia.

Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap

kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan

sesuai dengan kebutuhan Bank.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian

Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam

menjalankan tugasnya.

Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud

pada point 3 diatas apabila dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank,

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung
atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.

Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan

dalam bidangnya.

Dalam rangka melaksanakan prinsip Good Corporate Governance dalam setiap

kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling

kurang wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

a. Fungsi audit intern;

b. Fungsi manajemen risiko; dan

c. Fungsi kepatuhan.

Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit

Intern Bank, auditor Eksternal, hasil Pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa

Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
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8)

9)

10)

14.

15.

16.

Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis

di bidang kepegawaian.

Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu

kepada Dewan Komisaris

Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi

setiap anggota Direksi.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan dalam Job

Description

Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan

terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan

adanya:

a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang
menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan

b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern,
dan independen terhadap unit kerja lain.

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang

saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Direksi wajib menyusun dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan paling kurang memuat :

a. Pengaturan Etika Kerja

b. Waktu kerja, dan

c. Pengaturan rapat.

FUNGSI KEPATUHAN
Fungsi kepatuhan adalah suatu unit kerja yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua

peratutan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah

dipatuhi Bank. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan :

1.
2.

Bank wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Bank wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional Bank

untuk melaksanakan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif bertanggung jawab langsung

kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan wajib menyusun dan/atau

mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

Anggota Direksi Bank yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib independen dan

memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. tidak menangani penyaluran dana; dan

b. memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-
undangan lain yang berkaitan dengan perBankan.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung

jawab paling sedikit untuk:

a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah
memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
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b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari
peraturan perundang-undangan; dan

c. memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang
dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

VI. FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern adalah fungsi pengawasan yang dijalankan secara independen

terhadap seluruh aktivitas penting Bank. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan :

1. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan
pendapat Dewan Komisaris.

2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan
pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun
pemantauan hasil audit.

3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan
kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis
dokumen.

4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi
penggunaan sumber daya dan dana.

5. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan
fungsional dengan Dewan Pengawas.

6. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian
internal Bank, melakukan review terhadap cara pengamanan aset Bank, menilai
kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya serta menilai efektivitas dalam
pelaksanaan Good Corporate Governance.

7. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Bank.

8. Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap keamanan dan ketertiban Bank serta
melakukan pemeriksaan secara berkala atas semua unit kerja yang ada dalam
organisasi.

9. Mengadakan pemeriksaan terhadap agunan-agunan dan jaminan-jaminan yang
diterima Bank.

10. Melaporkan hasil audit dan pekerjaan lainnya kepada Direktur Utama dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan.

11. Secara berkala dilakukan penilaian dan pemeriksaan oleh pihak independen tentang
kegiatan operasional Bank dan hasilnya harus ditindaklanjuti oleh Manajemen Bank.

12. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif serta pertimbangan-
pertimbangan tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dan

langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh Direksi.
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VII.

VIIL.

FUNGSI AUDIT EKSTERN

Fungsi Audit Ekstern adalah memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran

laporan keuangan Bank sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan :

1. Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan Bank.

2. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terlebih dahulu
memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang
diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.

3. Pelaksanaan Audit dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib
memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan Bank.

FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan,
kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan
berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan
yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

Bank Wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap

penerapan fungsi manajemen risiko yang independen. Adapun tugas dan tanggung jawab

serta wewenang Pejabat Eksekutif meliputi :

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang
telah disetujui oelh Direksi

2. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per jenis aktivitas
fungsional

3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi
operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki

5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko secara berkala kepada anggota
Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko

6. Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko bertanggung
jawab langsung kepada salah satu anggota Direksi Bank yang bertanggungjawab
terhadap fungsi manajemen risiko.

7. Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dapat merangkap
sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

FUNGSI DAN PERAN STAKEHOLDER LAINNYA

Dalam rangka menjalin hubungan bisnis dengan stakeholder seperti Penabung, Deposan,

Debitur dan karyawan harus dilakukan secara wajar, setara dan transparan. Peningkatan

pelayanan kepada stakeholder dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang

perlu diperhatikan antara lain :

1. Bank harus menjamin dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban stakeholders sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

2. Stakeholdersberhak memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya.
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Bank dan stakeholders senantiasai membangun kerjasama yang saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Stakeholders berhak melakukan monitoring terhadap kinerja Bank sesuai dengan hak
dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
seperti Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Perlindungan
Konsumen.

Dalam pemberian informasi, Bank wajib merahasiakan informasi yang berkaitan
dengan stakeholders.

Bank wajib melindungi kepentingan stakeholders dengan sebaik-baiknya.
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BAB IV
STRUKTUR GOVERNANCE BANK
DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Struktur Governance Bank meliputi organ perusahaan dan kebijakan Bank dalam rangka

pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam struktur governance terdapat beberapa aspek penting yang

berperan mendukung organ perusahaan yaitu pengendalian intern, manajemen risiko, dan

ketaatan Bank terhadap ketentuan yang berlaku yang meliputi antara lain :

I.  ORGAN PT. BPR KANAYA

Organ perusahaan di tetapkan dalam pelaksanaanGood Corporate Governance (GCG)

mengacu pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas meliputi :

1.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang merupakan
wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan
ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dengan
batasan :

a. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris.

b. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap
tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak
mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan
penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

Sesuai RUPS sebagaimana tersebut di atas mengatur lebih lanjut tentang wewenang

dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi secara jelas sesuai dengan fungsinya

masing-masing. Fungsi Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam anggaran
dasar Bank dan Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut antara lain sebagai
berikut :

a. Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara
kolegial. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan
mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas wewenangnya tetapi
pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota Direksi akhirnya tetap
merupakan tanggungjawab bersama.

b. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan
pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional Bank.

c. Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan,
serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Bank.

d. Direktur Utama mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan seluruh
kegiatan Direksi.

Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya

pengurusan pada umumnya, baik mengenai kelembagaan Bank maupun usaha Bank
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dan memberikan nasehat kepada Direksi. Adapun tugas dan tanggungjawab Dewan

Komisaris antara lain :

a. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab
secara kolektif. Dengan demikian keputusan Dewan Komisaris merupakan
keputusan bersama dari Dewan Komisaris. Pembagian tugas diantara Dewan
Komisaris bukan dimaksudkan untuk mengambil keputusan tetapi untuk
memperdalam hal-hal yang perlu diputuskan oleh Dewan Komisaris.

b. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah setara. Tugas Ketua
Dewan Komisaris yaitu mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.

4. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check dan
balances dengan prinsip bahwa kedua organ tersebut mempunyai kedudukan yang
setara, namun keduanya memiliki tugas untuk menjaga kelangsungan usaha Bank
dalam jangka panjang dan mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan
Bank. Oleh karena itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan visi,

misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi Bank.

STRUKTUR GOVERNANCE YANG MENDUKUNG ORGAN BANK

Struktur Governance yang mendukung organ Bank dalam pelaksanaan Good Corporate

Governance (GCG) meliputi 3 (empat) aspek yaitu : Pengendalian internal, Manajemen

Risiko, Kepatuhan terhadap ketentuan. Mengingat ke empat aktivitas tersebut di atas

saling berhubungan satu dengan lainnya, maka diperlukan adanya pedoman yang lebih

spesifik agar tidak berbenturan antara satu dengan lainnya. Adapun kegiatan yang
dilakukan dari ke 3 (empat) aspek tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pengendalian internal merupakan sistem pengawasan yang dilakukan Bank dimana di
dalamnya meliputi 5 (lima) unsur yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian risiko,
kegiatan pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta pemantauan dan
evaluasi.

2. Manajemen risiko merupakan landasan paradigma dalam mengelola risiko yang
merupakan bagian terpadu dari proses organisasi dan pengambilan keputusan yang
berhubungan dengan ketidakpastian yang dilakukan secara dinamis, berulang dan
renponsif terhadap perubahan.

3. Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku merupakan aspek yang sangat penting
karena BPR merupakan industri keuangan yang diatur secara ketat, oleh karena itu
kepatuhan merupakan tanggungjawab organ perusahaan yang harus dapat

diwujudkan menjadi budaya kepatuhan.

STRUKTUR GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT KEBIJAKAN BANK

Kebijakan Bank yang ditetapkan dalam rangka melakukan usaha merupakan bagian dari
struktur governance. Kebijakan tersebut pada dasarnya dituangkan dalam 4 (empat)
kelompok kebijakan yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Prinsip
dasar dalam penetapan kebijakan Bank dalam melakukan usaha diatur lebih lanjut sebagai
berikut :
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Bank telah menyusun rencana jangka panjang (corporate plan) serta rencana kerja
dan anggaran tahunan (RKAT) yang telah disusun Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris sebagai panduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.
Rencana kerja dan anggaran tersebut disusun merupakan panduan untuk mengukur
tingkat keberhasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang saham dan Pemangku
kepentingan lainnya.

Bank telah menyusun berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan usaha
Bank sesuai dengan jenis produk dan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat
sebagai pengguna jasa Bank.

Bank telah menyusun kebijakan pengawasan untuk memastikan bahwa rencana kerja
jangka panjang dan jangka pendek tersebut dapat dicapai dengan baik dan aman
dengan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan pengendalian risiko yang
menyeluruh.

Pelaksanaan rencana kerja, kebijakan bank dan pengawasan akan dilaporkan secara
berkala kepada Otoritas Pengawas Bank dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

lainnya.
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BAB V
MEKANISME DAN RUANG LINGKUP
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Guna memberikan arah yang tepat dan sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan

Penerapan Tata Kelola BPR dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada prinsipnya ruang lingkup

pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang akan dilakukan PT. BPR Kanaya meliputi

semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organsiasi Bank, namun demikian agar

selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK). Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan Bank baik melalui

program maupun aktivitas operasional sehari-hari. Beberapa aspek pelaksanaan Good

Corporate Governance (GCG) utama dapat disampaikan sebagai berikut :

PEMENUHAN KEWAJIBAN TERHADAP STAKEHOLDERS

Bank menjaga dan mendukung hak pemegang saham, nasabah dan stakeholders lain yang
relevan. Antara Bank dan stakeholders tersebut perlu dijalin hubungan usaha sesuai
dengan prinsip kesetaraan dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi
masing-masing pihak.

Bank melakukan transparansi dengan memberikan informasi utama yang proporsional
yaitu meliputi besarnya, kompleksitas, struktur kepemilikan dan profil risiko Bank.

Dengan demikian Bank dapat membantu terselenggaranya suatu lingkungan bisnis yang
sehat dan didukung dengan pemenuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku
yang mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diantaranya terdiri dari jumlah
dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada
Direksi.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dituangkan dalam
Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, sehingga pelaksanaan tugasnya dapat
terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerjanya.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya terdiri dari jumlah dan
komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dituangkan dalam Pedoman Tata
Tertib Kerja Direksi, sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat
digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerjanya.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan
kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat
Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
dan Pejabat Eksekutif harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam
situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan
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VI.

tetap harus diambil, pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis Bank
dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan
berkurangnya keuntungan Bank serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan
tersebut dalam setiap keputusan.

Pengungkapan benturan kepentingan pada setiap keputusan paling sedikit mencakup
nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan
pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi,
nilai transaksi, dan keterangan.

Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank
perlu mengatur lebih lanjut batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan
kepentingan tersebut sebagai berikut :

1. lJika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak-pihak terafiliasi, maka
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan
yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib
mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

2. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut di atas harus dituangkan dalam risalah
rapat dengan mencatat nama pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan serta
dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

3. Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau
mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan
intern mengenai :

a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus
dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.

b. Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana
tertuang dalam Standar Prosedur Operasi (SPO) maupun melalui pengaturan
kewenangan memutus.

c. Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus
ditatausahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan
baik.

4. Direksi dan pajabat eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan
kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang
dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Kebijakan dan penerapan Fungsi Kepatuhan diantaranya meliputi Struktur, keanggotaan,
keahlian, dan independensi anggota fungsi kepatuhan serta program kerja fungsi
kepatuhan dan realisasinya.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
Kebijakan dan penerapan Fungsi Audit Intern diantaranya meliputi Keanggotaan, keahlian,
dan independensi Audit Intern serta program kerja dan realisasinya.
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VII.

VIIL.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
Pengawasan eksternal dilakukan oleh auditor eksternal dan lembaga pengawas perbankan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEBIJAKAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN (/INTERNAL
CONTROL)

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan,
kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan
berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank.

Internal control dibentuk untuk memastikan bahwa Bank memiliki proses atau pengukuran
yang bias mengendalikan atau megawasi risiko-risiko utama serta memastikan proses atau
pengukuran tersebut telah berjalan dengan baik. Internal control juga memeriksa
penyimpangan yang dilakukan meskipun penyimpangan tersebut telah mendapatkan
persetujuan. Selain itu internal control memastikan pemenuhan kepatuhan terhadap
ketentuan internal.

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau legal lending limit adalah prosentase
perbandingan batas maksimum penyediaan dana pemberian kredit yang diperkenankan
terhadap modal Bank.

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat terkonsentrasinya
penyediaan dana kepada nasabah tertentu serta dalam rangka meningkatkan
independensi pengurus Bank maupun adanya intervensi dari pihak terkait dalam proses
pemberian kredit atau penempatan dana, maka pihak Manajemen telah menerapkan
prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada masyarakat dengan menerapkan
langkah-langkah antisipasi sebagai berikut :

1. Bank dilarang memberikan kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat/nasabah
yang tidak sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau melanggar
BMPK.

2. Bank wajib mengungkapkan pelanggaran terkait dengan Batas Maksimum Pemberian
Kredit.

3. Seluruh pemberian kredit atau penyediaan dana kepada nasabah harus dipastikan
telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bank dan pemberian
persetujuannnya harus sesuai kewenangannya.

4. Pemberian kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat telah ditetapkan sesuai
ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Pengawas Bank yaitu :

a. Maksimal 20% x modal Bank untuk nasabah individual yang tidak terkait.

b. Maksimal 10% x modal Bank untuk nasabah individual yang terkait dengan Bank

c. Maksimal 30% x modal Bank untuk nasabah kelompok/group tidak terkait
dengan Bank

5. Dalam pengelolaan kredit Bank harus memperhatikan pemerataan risikonya
(spreading risk) sehingga penyediaan dananya tidak tertumpu pada satu sektor atau
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jenis usaha tertentu saja tetapi harus dilakukan secara seimbang dan merata dengan
sektor-sektor atau jenis usaha lainnya.

Bank harus menjaga agar 10 (sepuluh) besar debitur inti tidak melebihi di atas 50%
dari portofolio kredit dengan tujuan agar terjadi pemerataan risiko kredit.

Bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit atau penyediaan dana kepada
sektor usaha yang berisiko tinggi atau yang bersifat spekulatif maupun sektor usaha
yang sudah jenuh atau tidak berkembang.

KEBIJAKAN RENCANA BISNIS BANK
Dalam rangka untuk mengarahkan kegiatan operasional Bank sesuai dengan Visi dan Misi

yang telah ditetapkan, maka Manajemen PT. BPR Kanaya perlu menetapkan sasaran

strategis dalam rencana bisnis Bank yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja

Anggaran Tahunan (RKAT). Rencana Bisnis Bank perlu disusun secara matang dan realisitis

berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan Manajemen Risiko dengan cakupan yang

disesuikan dengan kegiatan usaha dan kompleksitas usaha Bank. Sehubungan hal tersebut

di atas maka penyusunan rencana strategis Bank diatur lebih lanjut sebagai berikut :

1.

Rencana startegis Bank disusun dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan)
yaitu rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek serta dalam bentuk rencana
bisnis (business plan) termasuk di dalamnya strategi untuk merealisasikan rencana
tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan rencana pemenuhan
ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan.
Penyusunan rencana strategis dan rencana bisnis Bank harus disusun sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang rencana bisnis Bank dan disusun secara
realistis dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Good Corporate
Governance (GCG).

Penyusunan rencana strategis dan rencana bisnis Bank dalam bentuk RKAT harus
memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat memperngaruhi
operasional dan perkembangan usaha Bank ke depan.

Penyusunan rencana strategis dan rencana bisnis Bank harus menggambarkan
rencana kegiatan usaha yang terencana termasuk di dalamnya rencana untuk
meningkatkan kinerja usaha Bank.

Rencana stategis dan rencana bisnis harus dapat direalisasikan dengan baik dan
efektif, efisien oleh organ dalam organisasi oleh karena itu harus disusun dengan
mempertimbangkan semua aspek yang berhubungan dengan pencapaian target
tersebut.

Cakupan rencana bisnis Bank meliputi :

Arah kebijakan dan strategi manajemen

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh

Indikator keuangan utama Bank

Target jangka pendek dan jangka panjang

Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan

Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu

Proyeksi rencana pendanaan dan penanaman dana

S® 0 o0 T oo

Rencana pengembangan permodalan
Rencana pengembangan organisasi dan Sumber Daya Munusia
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Xl.

Xll.

j. Rencana pengembangan produk atau aktivitas baru
k. Rencana pengembangan dan atau perubahan jaringan kantor
I.  Informasilainnya.

KEBIJAKAN USAHA

Kebijakan dan peraturan internal Bank termasuk standard operating procedure
(SOP/SK/Memorandum) harus sejalan dengan kebijakan Good Corporate Governance
(GCG) yang telah ditetapkan. Asas Good Corporate Governance (GCG) harus tercermin
dalam semua kebijakan dan peraturan internal Bank baik yang berkaitan dengan usaha
Bank maupun berkaitan dengan manajemen intern Bank.

Setiap pengembangan produk dan/atau aktivitas baru harus dikaji dengan seksama
kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.Ketentuan terkait produk dan/atau
aktivitas baru Bank diatur dalam ketentuan tersendiri.

KEBIJAKAN TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN SERTA
PENGUNGKAPANNYA
Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank terkait
dengan pelaksanaan/penerapan Good Corporate Governance (GCG), Bank telah menyusun
dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan laporan untuk memenuhi
kebutuhan stakeholderssesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban pelaporan
transparansi keuangan Bank juga meliputi produk dan layanan jasa perbankan yang perlu
diinformasikan kepada stakeholderssecara akurat, jujur, jelas, transparan dan tidak
menyesatkan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data dan kerahasiaan Bank.
Adapun pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang dilakukan
Manajemen Bank diatur lebih lanjut sebagai berikut :
Kebijakan internal Bank terkait transparansi dan pengungkapan tertuang dalam :
1. Panduan transparansi dan pengungkapan (transparency and disclosure guidelines);
2. Kebijakan Rahasia Bank; dan
3. Kebijakan tentang pelaporan baik laporan internal maupun eksternal termasuk
laporan kepada otoritas pengatur dan pengawas Bank, yang dituangkan dalam
kebijakan tersendiri menurut jenis laporan. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan
internal Bank dilakukan secara berkala oleh unit kerja pembuat kebijakan (policy
owner) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bank. Adapun pelaksanaan
pelaporan yang dilaksanakan oleh bank adalah sebagai berikut :
a. Menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada Dewan Komisaris
secara berkala meliputi :
1) Laporan bulanan Bank, laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan
tahunan
2) Laporan rencana dan realisasi atas bisnis plan Bank yang telah ditetapkan
sebagaimana tertuang dalam RKAT
3) Laporan tingkat kesehatan dan laporan profile risiko Bank pada periode
tertentu.
4) Laporan perubahan susunan pengurus Bank dan perubahan struktur
organisasi Bank, perubahan modal dan lainnya.
5) Laporan hasil pemeriksaan dan penilaian oleh SKAI terhadap operasional
Bank.
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6)

7)

Laporan pengaduan nasabah dan tindak lanjut atas pengaduan nasabah
tersebut berikut perkembangannya.

Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu atas
kegiatan operasional Bank melalui fasilitas email, mobile banking, web site
maupun dalam bentuk lainnya yang ditetapkan Manajemen Bank.

Menyampaikan laporan atau informasi yang dibutuhkan konsumen/nasabah

terkait dengan kondisi keuangan, produk dan penggunaan data nasabah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku secara akurat, jujur, jelas dan tidak

menyesatkan. Penyediaan informasi tersebut diatur lebih lanjut sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bank akan menyampaikan laporan kondisi keuangan secara berkala melalui
media koran atau media elektronik lainnya dalam bentuk laporan publikasi
Bank akan menyampaikan informasi terkini dan mudah diakses oleh
konsumen/nasabah tentang adanya pengembangan produk maupun
aktivitas baru.

Bank akan memberikan penjelasan kepada konsumen/nasabah pada saat
bertransaksi dengan Bank terkait dengan adanya produk, aktivitas, hak dan
kewajiban Bank maupun konsumen dalam suatu yang diperjanjikan.

Bank juga akan memberikan informasi kepada konsumen/nasabah tentang
penundaan atau penolakan permohonan produk dan atau layanan karena
sesuatu hal setelah melalui analisis.

Bank akan memberikan informasi tentang produk dan layanan dalam bentuk
selebaran, pamplet, brosur dan dalam bentuk lainnya serta akan
menjelaskan manfaat, risiko, biaya produk dan syarat atau ketentuan yang
wajib dipenuhi.

Bank akan memberikan informasi kepada konsumen/nasabah dalam bentuk
lainnya yang lazim disampaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang transparansi kondisi keuangan dan
ketentuan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Transparansi Penerapan Tata Kelola, mengungkap seluruh aspek penerapan Tata

Kelola paling sedikit meliputi:

1)

2)

Pengungkapan penerapan Tata Kelola yaitu:

a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan
komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan
Komisaris;

b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain
jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi
Dewan Komisaris kepada Direksi;

c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite (apabila ada),
antara lain:

- Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota
komite;
- Program kerja komite dan realisasinya;

Kepemilikan saham Direksi pada:

a) Bankyang bersangkutan; dan/atau

b) Perusahaan lainnya;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan
anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Bank;
Kepemilikan saham Dewan Komisaris pada:

a) Bank yang bersangkutan;

b) Bank lain; dan

c) Perusahaan lainnya;

Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris

dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham

Bank;

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan

Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa:

a) Jumlah keseluruhan gaji;

b) Tunjangan;

c¢) Tantiem;

d) Kompensasi berbasis saham;

e) Remunerasi bagi pengurus Bank yang ditetapkan berdasarkan RUPS
dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko
dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan

f)  Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain
perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan;

Rasio gaji tertinggi dan terendah yaitu:

a) Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada
pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau
jasa yang telah dilakukannya;

b) Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;

- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;

- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah;

- Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi; dan
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi;

Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit meliputi:

a) Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;

b) Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi
telekonferensi;

c) Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat; dan

d) Topik atau materi rapat;

Jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yaitu penyimpangan atau

kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris,

pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorer dan/atau outsourcing) yang
berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya, paling
sedikit meliputi:

a) Jumlah internal fraud yang telah diselesaikan;

35



PT. BPR KANAYA

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

b) Jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di
internal Bank;

c¢) Jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan

d) Jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum,
sebagaimana tabel sebagai berikut:

Internal Fraud Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap
dalam 1tahun ~ {Tahun Tahun  {Tahun Tahun  {Tahun Tahun  |Tahun Tahun

sebelumnya laporan  |sebelumnya |laporan |sebelumnya [laporan  [sebelumnya |laporan

Total Fraud
Telah diselesaikan
Dalam proses

penyelesaian di
internal bank

Belum diupayakan
penyelesaiannya

Telah ditindaklanjuti
melalui proses
hukum

10) Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang
dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui
proses hukum serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi:

a) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan
telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan

b) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan
masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

Jumlah
Permasalahan Hukum

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap)

Dalam proses penyelesaian

Total

11) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang paling sedikit
mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan,
nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung
benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan,
sebagaimana tabel berikut:
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Nama dan Jabatan Pihak yang | Nama dan Jabatan ) | Nilai Transaksi (Jutaan | Keterangan
No . X ) Jenis Transaksi i
menmiliki Benturan Kepentingan|Pengambil Keputusan rupiah) *)
*) - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan

- menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki
benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

12) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode
pelaporan paling sedikit meliputi penerima dana dan nilai nominalnya.
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BAB VI
FAKTOR-FAKTOR PENUNJANG PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK

Penerapan Good Corporate Governance secara konsekuen dan berkelanjutan hanya dapat
dicapai apabila ada komitmen yang kuat dari seluruh organ dalam organisasi Bank dan harus
didukung dengan faktor-faktor pendukung lainnya dalam organisasi. Komponen penunjang
dalam pelaksanaan Good Corporate Governance sangat berperan dan menentukan tingkat
keberhasilan dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam organisasi BPR
sehingga keberadaannya harus diatur secara jelas batas, wewenang, tugas dan peran aktifnya
di dalam mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh.
Prinsip-prinsip yang harus diwujudkan oleh komponen penunjang pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG) Bank dalam mewujudkan hasil yang optimal dari penerapan Good Corporate

Governance (GCG) diatur lebih lanjut sebagai berikut :

I.  KANTOR PUSAT PT. BPR KANAYA

1. PT. BPR Kanaya yang terdiri 1 Kantor Pusat Manajemen harus dapat berkembang
menjadi Pusat Manajemen yang mampu mengorganisasikan seluruh sumber daya
yang ada menjadi satu basis kekuatan ekonomi di Daerah, oleh karena itu seluruh
organ dalam organisasi Bank harus berfungsi secara optimal sesuai ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Sebagai salah satu Bank terbesar dilingkungannya maka manajemen harus dapat
memastikan bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di seluruh lini
berjalan dengan baik dan selaras dengan kebijakan Good Corporate Governance
(GCG) yang ditetapkan.

3. Dapat melakukan penyusunan strategis bisnis, rencana binis, corporate plan serta
evaluasi kinerja secara bersama-sama sebagai satu kesatuan di dalam melaksakan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsekuen.

4. Seluruh unit kerja yang ada di dalam organisasi PT. BPR Kanaya, wajib melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksinya masing-masing sebagaimana telah
diatur dalam Standar Prosedur Operasi (SPO) dengan tetap berpegang teguh pada
prinsip kehati-hatian.

5. Guna memastikan telah dilaksanakannya Good Corporate Governance (GCG) di
seluruh lini maka perlu dilakukan penilaian dan evaluasi secara konsolidasi dan
berkala yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan atau pejabat kepatuhan yang
ditunjuk.

6. Hasil penilaian secara konsolidasi tersebut nantinya disampaikan kepada Otoritas
Pengawas Bank setelah melalui pembahasan dengan pihak-pihak terkait dalam

organisasi.

Il. PEMEGANG SAHAM
Pemegang saham adalah pemilik modal yang memiliki hak dan tanggungjawab atas Bank

sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank dan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan hak dan tanggungjawabnya,

Pemegang saham harus senantiasa memperhatikan kelangsungan usaha Bank. Pengaruh

dan peranan dari Pemegang Saham terhadap penerapan Good Corporate Governance

(GCG) sangatlah penting karena dilihat dari kedudukan dan kekuatan dalam kepemilikan

saham memungkinkan pemegang saham memberikan pengaruh besar terhadap

kelangsungan usaha Bank dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara
keseluruhan sehingga perlu adanya pengaturan lebih lanjut :

1. Pemegang saham pengendali tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam
pelaksanaan operasional Bank serta Direksi dan Dewan Komisaris harus menolak
intervensi tersebut.

2. Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasarnya, maka pemegang saham
berkewajiban menganggarkan untuk penyetoran modal agar kebutuhan modal
tersebut bisa terpenuhi.

3. Pemegang Saham Pengendali diharapkan tetap menjalankan fungsinya sesuai koridor
yang ditetapkan dalam anggaran dasar sehingga kebijakan Good Corporate
Governance tetap dapat dijalankan secara independen oleh organ perusahaan.

4. Disamping melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), koordinasi dan kerjasama
dengan anggota pemegang saham yang lain dapat dilakukan dengan baik terutama di
dalam penerapan Good Corporate Governance secara menyeluruh.

5. Apabila terdapat kesejangan komunikasi terkait dengan penerapan Good Corporate
Governance antara organ perusahaan dengan pemegang saham, agar dapat
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sehingga tidak mempengaruhi jalannya

kegiatan operasional Bank.

PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan adalah para pihak yang memiliki peran dan kepentingan baik

secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Good

Corporate Governance (GCG) Bank seperti Otoritas Jasa Keuangan, nasabah deposan

maupun nasabah debitur, nasabah lainnya, rekanan Bank, pihak-pihak yang teraviliasi baik

instansi pemerintah maupun swasta dan pegawai. Guna menjalin hubungan yang lebih
erat dengan pemangku kepentingan, maka Bank harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :

1. Terhadap pemerintah, Bank harus mentaati ketentuan perundang-undangan dan
hukum vyang berlaku sedangkan pemerintah atau penyelenggara negara wajib
menjamin pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang
pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

2. Terhadap Otoritas Jasa Keuangan, Bank berkewajiban untuk mematuhi semua
ketentuan perundang-undangan vyang ditetapkan dan senantiasa memelihara
kesehatan Bank dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, sedangkan Otoritas
Pengawas Bank wajib menjamin terbentuknya ketentuan yang dapat menunjang

pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank.
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3. Terhadap nasabah, rekanan Bank, pihak yang terafiliasi, instansi pemerintah dan
swasta, Bank harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang
bersangkutan, sedangkan mereka berkewajiban melakukan hubungan bisnis yang baik
dengan Bank dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan GCG.

4. Terhadap pegawai, Bank harus menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan
Suku, Agama, Ras, Golongan dan Jenis kelamin serta terciptanya perlakukan yang adil
dan jujur dalam mendorong perkembangan pegawai, sementara itu pegawai wajib
melaksanakan tugasnya secara profesional dan bersungguh-sungguh dengan

integritas yang tinggi.

IV. SISTEM REMUNERASI

Sistem remunerasi Bank yang berhubungan erat dengan asas akuntabilitas serta kewajaran

dan kesetaraan dalam pemberian gaji, bunus, tantiem, fasilitas natura, representasi dan

remunerasi lainnya yang berkaitan dengan itu, harus ditetapkan berdasarkan kebijakan

yang adil dan setera. Penetapan remunerasi yang tidak berkeadilan dapat mempengaruhi

kinerja pegawai secara keseluruhan terutama dalam pelaksanaan prinsip Good Corporate

Governance (GCG). Oleh karena itu pengaturan remunerasi harus memperhatikan prinsip-

prinsip dasar sebagai berikut :

1. Besaran remunerasi akan disesuaikan dengan tingkat kemampuan Bank serta
memperhatikan dampaknya terhadap Bank ke depan.

2. Sistem remunerasi yang ditetapkan harus harus memperhitungkan risiko terhadap
kelangsungan usaha Bank karena sekali disetujui maka sulit untuk dikoreksi.

3. Sistem remunerasi yang ditetapkan harus mampu merefleksikan kinerja pegawai
secara individu maupun kinerja perusahaan secara keseluruhan.

4. Sistem remunerasi harus mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
sebagai asset Bank yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi.

5. Rentang remunerasi antara jenjang dalam struktur organisasi Bank harus ditetapkan
secara wajar dan berkeadilan.

6. Besaran remunerasi yang ditetapkan Bank harus merefleksikan kewajaran dengan

peer Bank sejenis dan tidak diperbandingkan dengan instri lainnya di luar Bank.

V. PEDOMAN PRAKTIS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance selain harus ada komitmen yang
kuat dari semua pihak mulai dari Pemegang Saham, Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai
juga harus dilandasi itikad yang baik dari semua organ dalam perusahaan. Agar supaya
pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dapat berjalan dengan baik dan efektif,
maka seluruh organ dalam perusahaan harus mengetahui dan memahami hal-hal sebagai
berikut :

1. Seluruh organ dalam organisasi Bank harus berkomitmen untuk melaksanakan Good

Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh, konsisten dan berkesinambungan.

2. Seluruh organ dalam organisasi Bank harus memahami ketentuan, peraturan dan

perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
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terutama yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar Good Corporate
Governance (GCG).

Seluruh ketentuan dan kebijakan internal yang ada di masing-masing unit kerja harus
disesuaikan dengan pedoman Good Corporate Governance (GCG) agar implementasi
Good Corporate Governance (GCG) dapat berjalan secara menyeluruh.

Agar pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dapat berjalan
di lingkungan Bank, diperlukan dukungan yang kuat dari Otoritas Pengatur dan
Pengawas Bank serta pemangku kepentingan.

Perlu adanya sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai dalam organisasi
tentang Standar Prosedur Operasi (SPO) Good Corporate Governance (GCG) guna
meningkatkan pemahaman dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG).
Untuk menjamin bahwa Good Corporate Governance (GCG) telah diterapkan di
seluruh lini dalam organisasi Bank maka perlu dilakukan evaluasi dan penilaian

terhadap implementasi Good Corporate Governance (GCG) secara berkala.
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BAB VII
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Guna mendukung penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di seluruh unit kerja

yang ada dalam organisasi, dibutuhkan penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian

Intern secara menyeluruh. Pelaksanaan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

yang dilakukan Manajemen PT. BPR Kanaya telah disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha,

ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank yang berpedoman pada persyaratan

dan tatacata yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Manajemen

Risiko dan Sistem Pengendalian Intern. Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan Bank

antara lain dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1.
2.

Direksi telah menunjuk pejabat eksekutif sebagai pelaksana Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko

harus independen.

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko

bertanggung jawab lasngsung kepada kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi

manajemen risiko.

Wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab

menerapkan fungsi manajemen risiko meliputi :

a. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang
telah disetujui oleh Direksi

b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan per jenis risiko dan per jenis aktifitas
fungsional
Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktifitas baru

d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi
operasional dan fungsi manajemen risiko sesuai kewenangan yang dimiliki

e. Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko secara berkala kepada Anggota
Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

Ruang lingkup Manajemen risiko yang diterapkan meliputi :

a. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan

b. Risiko Melekat (Inherent Risk) tyang harus dikelola dalam penerapan Manajemen
Risiko terdiri dari risiko kredit, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko operasional dan
risiko kepatuhan.

b. Penerapan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi :
1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris
2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko
3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian

risiko serta sistem informasi manajemen Risiko

4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggungjawab atas kehandalan dan keakuratan

laporan profil risiko yang disampaikan kepada Direksi sekaligus sebagai masukan untuk

pengambilan keputusan lebih lanjut.
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Pejabat Eksekutif yang ditunjuk mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan
secara pasif terhadap perkembangan risiko yang dikelola Bank baik risiko melekat
(Inherent Risk) maupun terhadap sistem pengendalian risiko (Risk Controll System).

Pejabat Eksekutif wajib melakukan penilaian dan evaluasi terhadap seluruh risiko yang
ditetapkan Manajemen dalam matrik penilaian risiko (profile risiko) dan hasil penilaian
risiko tersebut disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan
tembusan Direktur Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif wajib memberikan saran dan masukan yang bersifat positif atas hasil
penilaian dan pemantauan risiko yang dilakukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris

dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
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BAB VIII
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pada dasarnya pengendalian intern Good Corporate Governance adalah usaha atau upaya

untuk mengendalikan setiap kegiatan yang berhubungan pelaksanaan atau penerapan Good

Corporate Governance (GCG) agar sesuai sasaran yang hendak dicapai oleh Manajemen PT. BPR

Kanaya. Kegiatan pengendalian intern itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

kegiatan manajemen secara keseluruhan dalam melaksanakan pengelolaan usaha Bank dan

pengendalian intern terintegrasi ke dalam sistem dan prosedur kerja yang ada di masing-

masing unit kerja dalam organisasi sehingga setiap penyimpangan yang terjadi dapat dilakukan

langkah-langkah perbaikan. Mekanisme dan proses pelaksanaan pengendalian intern Good

Corporate Governance (GCG) antara lain sebagai berikut :

I.  TUJUAN PENGENDALIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Tujuan utama pengendalian intern Good Corporate Governance (GCG) yaitu untuk :

1.

Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank dari pelaksanaan prinsip dasar
Good Corporate Governance (GCG) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menjamin tersedianya sistem pelaporan yang berdasarkan prinsip-prinsip dasar Good
Corporate Governance (GCG) yaitu akurat, jujur, transparan, adil dan tepat waktu.
Mendorong kelancaran tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara baik dan benar berdasarkan prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG).
Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Good Corporate Governance
(GCG) yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank.

Mengurangi dampak kerugian akibat adanya penyimpangan dalam penerapan Good
Corporate Governance (GCG) khususnya dalam pengambilan keputusan yang dapat
merugikan Bank.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam memanfaatkan sumber daya

yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG).

Il. MANFAAT PENGENDALIAN INTERN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1.

Untuk melindungi perusahaan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan organ
perusahaan yang dapat merugikan Bank.

Untuk melindungi pegawai dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh organ
perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.

Meningkatkan budaya sadar risiko dan budaya sadar Good Corporate Governance
(GCG) pada seluruh jajaran yang ada dalam organisasi.

Meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai

lll. SIFAT PENGENDALIAN INTERN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1.

Bersifat Imperatif, yaitu pengandalian intern Good Corporate Governance (GCG)
bersifat mutlak dan harus dilakukan secara konsekuen dari seluruh jenjang dalam

organisasi dengan segala bentuk cara yang ditetapkan Manajemen Bank.
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2. Bersifat Preventif, yaitu pengendalian intern Good Corporate Governance (GCG) yang
bersifat mencegah, menjaga, mewaspadai dan mengantisipasi agar dalam
pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) tidak terjadi
pelanggaran/penyimpangan yang dapat merugikan Bank.

3. Bersifat Represif, yaitu pengendalian intern Good Corporate Governance (GCG)
dengan cara menindak atau melakukan tindakan atau langkah-langkah pencegahan
agar kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan Good Corporate Governance
(GCG) tidak terjadi di masa masa mendatang.

4. Bersifat Edukatif, yaitu memberikan pelajaran dan edukasi kepada semua jajaran yang
ada dalam organisasi agar tidak melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugas atau
kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan Bank.

5. Bersifat Rekomendatif, yaitu memberikan saran dan masukan atas perbaikan sistem
pengendalian yang ada kepada organ perusahaan maupun pemangku kepentingan
agar pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dapat diterapkan dengan baik
dan efektif.

KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN

Kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) akan
melibatkan seluruh komponen dalam organisasi Bank termasuk di dalamnya Pemegang
Saham, Dewan Komisaris dan Direksi beserta jajarannya. Proses pengendalian akan
berjalan secara efektif apabila direncanakan dan diterapkan secara konsisten dan
konsekuen oleh semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung
terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Pelaksanaan penilaian dan
evaluasi terhadap implementasi Good Corporate Governance (GCG) baik di Kantor Pusat
maupun di Kantor Cabang/Kantor Kas harus senantiasa dilakukan secara seksama dan
bersifat berkesinambungan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur
pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dipatuhi semua
komponen dalam organisasi mulai dari pucuk pimpinan hingga level paling bawah. Adapun
kegiatan pengendalian Good Corporate Governance (GCG) tersebut dapat dijabarkan lebih

lanjut sebagai berikut :

1. Pengendalian Manajemen
Yaitu bentuk pengendalian intern yang dilakukan oleh pihak Manajemen secara
berkala dengan meminta penjelasan (informasi) kepada organ pelaksana operasional
untuk mengkaji ulang hasil kemajuan (realisasi) yang dicapai perusahaan
dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan
dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang
tersebut, pihak Manajemen dapat mengetahui permasalahan atau risiko yang timbul
dalam pelaksanaan operasional seperti adanya kelemahan pengendalian, adanya

kesalahan laporan keuangan atau adanya penyimpangan/pelanggaran lainnya (fraud).
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Pengendalian Operasional

Yaitu pengendalian intern yang dilakukan oleh pihak SKAI/SPI terkait dengan kinerja
Bank secara keseluruhan, guna meyakini bahwa seluruh kegiatan operasional Bank
telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk
pelaksanan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang telah ditetapkan. Oleh

karena itu perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala dan bersifat menyeluruh.

Pengendalian Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Yaitu kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang
berhubungan dengan penggunaan teknologi sistem informasi yang digunakan Bank
dalam mendukung pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di
semua lini dalam organisasi. Pengendalian ini juga dimaksudkan untuk melihat sejauh
mana Teknologi Sistem Informasi yang dibangun Bank sudah mampu mendukung

implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara efektif dan efisien

Pengendalian Akuntansi

Yaitu pengendalian yang dilakukan melalui sistem dan prosedur pencatatan yang
dilakukan Bank dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur
pencatatan yang dilakukan Bank sudah sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan
dalam Pedoman Akuntansi Bank dan Standar Akuntansi ETAP, sekaligus untuk
meminimalisasi timbulnya kerugian akibat adanya kesalahan atau penyimpangan

dalam pembukuan.

Pengendalian Risiko Bank

Yaitu pengendalian yang dilakukan terhadap risiko yang mungkin timbul dalam
pelaksanaan kegiatan operasional terutama yang berhubungan dengan penerapan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Risiko yang mungkin timbul dari
pengambilan keputusan oleh organ perusahaan bisa saja menimbulkan kerugian bagi
Bank, oleh karena itu harus segera dievaluasi dan diidentifikasi agar risiko-risiko
tersebut tidak sampai mengakibatkan kerugian yang besar bagi kelangsungan usaha
Bank. Dengan adanya Pejabat Eksekutif pada Manajemen Risiko diharapkan seluruh
risiko yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan maupun pengambilan
keputusan yang bersifat operasional baik risiko melekat (Inherent Risk) maupun

Sistem Pengendalian Risiko (Risk Control System)dapat teridentifikasi dengan baik.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Good Corporate Governance (GCG)

a. Bank akan melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas
pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh.
Pemantauan terhadap risiko yang timbul dari pelaksanaan/penerapan Good
Corporate Governance (GCG) akan mendapat prioritas utama dalam proses
pengendalian baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun oleh Sistem

Pengendalian Intern (SP1)/Fungsi Audit Intern.

46



PT. BPR KANAYA

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Bank akan melakukan pemantauan dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan

dari penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh melalui

mekanisme penilaian yang telah ditetapkan baik melalui Tingkat Kesehatan

Bank, Profile Risiko Bank dan Hasil penilaian Good Corporate Governance (GCG).

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Manajemen Bank atas

terselenggaranya kegiatan pemantauan Good Corporate Governance (GCG) yang

efektif, maka langkah-lakah yang perlu dilakukan sekurang-kurangnya adalah
sebagai berikut :

1) Memastikan bahwa fungsi pemantauan yang ada di masing-masing unit
kerja terkait telah berfungsi dengan baik dan mampu meminimalisasi
timbulnya risiko dan kesalahan dalam pengambilan keputusan maupun
pelaksanaan tugas.

2) Menetapkan satuan kerja khusus (SKAI) atau pegawai kepatuhan vyang
ditugaskan untuk melakukan penilaian atau memantau efektivitas
pengendalian Good Corporate Governance (GCG) tersebut.

3) Menetapkan frekuensi yang tepat dan berkala dalam melakukan kegiatan
pemantauan dan evaluasi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan Bank.

4) Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi hasil pelaksanaan tugas di
masing-masing unit kerja dalam organisasi untuk memastikan bahwa
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) telah dijalankan dengan

baik sesuai ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

47



PT. BPR KANAYA

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

BAB IX
TINDAKAN PEMERIKSAAN DAN KOREKSI

Internal Auditor yang saat ini dilakukan oleh Sistem Pengendalian Intern (SPl) merupakan salah

satu organ penting dalam memastikan terlaksananya prinsip checks and balances terutama

untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) telah

dijalankan sesuai ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Manajemen Bank. Guna

mendukung terlaksananya tugas SPI dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan, maka

perlu diatur lebih jelas mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh petugas SKAI dalam

melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) antara lain

sebagai berikut :

1.

SPI wajib membuat rencana pemeriksaan berkala terhadap pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG) secara menyeluruh baik di Kantor Pusat maupun di Kantor
Cabang/Kantor Kas yang dituangkan dalam program pemeriksaan SKAI.

SPI wajib melakukan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem
pengendalian intern Good Corporate Governance (GCG) secara berkala yang disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan Bank.

Pelaksanaan audit intern yang dilakukan oleh SPI harus bersifat independen dengan
tingkat integritas yang tinggi serta tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terafiliasi
lainnya sehingga hasil pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan SKAI benar-benar sesuai
dengan prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG).

SPI harus segera melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direksi
dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan atas semua
permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).
Kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern maupun dalam pelaksanaan
Good Corporate Governance (GCG) yang diidentifikasi oleh SPI maupun oleh satuan kerja
operasional harus segera dilaporkan kepada Direktur Utama untuk kemudian dilakukan
perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Setiap bentuk kelemahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang
tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam penerapan Good Corporate
Governance (GCG) harus segera ditindaklanjuti oleh Direktur Utama dengan tembusan
kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit.

Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan segera ditindaklanjuti maka Direksi harus
menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian intern

dan mengambil langkah-langkah perbaikan.
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BAB X
TRANSPARANSI PENILAIAN LAPORAN
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penilaian akhir dari pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance merupakan tahap

akhir dari sebuah perjalanan panjang atas penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT.

BPR Kanaya Hasil penilaian tersebut diharapkan bisa menjadi tolok ukur atas penerapan Good

Corporate Governance (GCG) yang dilakukan oleh seluruh jajaran dalam organisasi sekaligus

sebagai bahan kajian dan evaluasi bagi Manajemen untuk melakukan penyempurnaan dalam

pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada periode selanjutnya. Mengacu pada
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/P0JK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang
Penerapan Tata Kelola BPR.

Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Good Corporate Governance

Pengukuran efektifitas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank dilakukan

melalui metode assessment. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola bagi Bank

dilakukan untuk mengukur:

1.

Kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (governance structure) Bank agar
penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders
Bank. Termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris,
Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada Bank. Adapun yang
termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur,
sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur
organisasi;

Efektivitas proses penerapan Tata Kelola (governance process) Bank sesuai dengan
kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang dipersyaratkan untuk masing-
masing Bank; dan

Hasil penerapan Tata Kelola (governance outcome) Bank.

Metode assessment pengukuran efektifitas pelaksanaan Good Corporate Governance
(GCG) di Bank

1.

Penilaian Sendiri (self assessment)

Hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Tata Kelola merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan penerapan Tata Kelola yang diatur dalam POJK No.
4/POJK.03/2015. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas
penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 POJK Tata Kelola Bank
paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas
penerapan Tata Kelola merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan
Tata Kelola.

Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola, paling sedikit diwujudkan
dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri
atas:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

c. Penanganan benturan kepentingan;

d. Penerapan fungsi kepatuhan;
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Penerapan fungsi audit intern;
Penerapan fungsi audit ekstern;
Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;

> @ oo

Batas maksimum pemberian kredit;

i.  Rencana bisnis Bank; dan

j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Dalam melaksanakan penilaian sendiri (self assessment), Bank menggunakan
Pedoman Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri atas:

a. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Penerapan Tata Kelola;

b. Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola;

c. Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola; dan

d. Kesimpulan,

sebagaimana pada Lampiran Il Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
8/SEQJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
Pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola dilakukan dengan metode
kualitatif berdasarkan data dan informasi yang sesuai keadaan yang sebenarnya.

Tata cara pengisian kertas kerja dapat

Data dan informasi yang dimaksud antara lain mencakup data kepengurusan, data
kepemilikan, laporan tahunan Bank, laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas
fungsi Audit Intern pada Bank, laporan profil risiko, dokumen rencana bisnis dan
realisasi rencana bisnis, laporan Dewan Komisaris dan laporan lain yang terkait Faktor
Penilaian Penerapan Tata Kelola lainnya.

Hasil akhir penilaian sendiri (self assessment) penerapan Tata Kelola bagi Bank berupa
Peringkat Komposit dengan rentang penilaian sebagai berikut.

Nilai Komposit Peringkat Komposit
1,0 < Nilai Komposit < 1,8 Sangat Baik
1,8 < Nilai Komposit < 2,6 Baik
2,6 < Nilai Komposit < 3,4 Cukup Baik
3,4 < Nilai Komposit < 4,2 Kurang Baik
4,2 < Nilai Komposit < 5,0 Tidak Baik

Apabila terdapat salah satu faktor sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang seluruh
kriteria atau indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5), Peringkat Komposit
tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah Cukup Baik.

Tata cara penilaian Good Corporate Governance (GCG) secara baku belum ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan untuk sementara menggunakan acuan penerapan
Good Corporate Governance (GCG) yang lazim dilakukan Bank Umum yang meliputi 5
(lima) kreteria penilaian yaitu sebagai berikut :

a. Peringkat.1
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate
Governance yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan
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yang sangat memadai atas prinsip - prinsip Good Corporate Governance . Apabila
terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka
secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan
perbaikan oleh manajemen Bank.

b. Peringkat. 2
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate
Governance yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang
memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance . Apabila terdapat
kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara
umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan
tindakan normal oleh manajemen Bank.

c. Peringkat. 3
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate
Governance yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan
yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila
terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka
secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian
yang cukup dari manajemen Bank.

d. Peringkat. 4
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate
Governance yang secara umum kurang baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan
yang kurang memadai atas prinsip -prinsip Good Corporate Governance .
Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance,
maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan

yang menyeluruh oleh manajemen Bank

e. Peringkat.5
Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate
Governance yang secara umum tidak baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan
yang tidak memadai atas prinsip prinsip Good Corporate Governance
Kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara
umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh bank.

8. Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola dan dokumen pendukung Kertas Kerja
Penilaian Penerapan Tata Kelola, harus didokumentasikan dengan baik sehingga
memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

9. Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola, Bank membuat
Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola pada lembar tersendiri
sebagaimana pada lampiran Il Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
8/SEQJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang
menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh Faktor Penilaian Penerapan Tata
Kelola, paling sedikit meliputi:

a. Nilai Komposit dan Peringkat Komposit;
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b. Kelemahan dan penyebabnya, rencana tindak (action plan) yang merupakan
tindakan korektif (corrective action) serta target waktu pelaksanaannya; dan
c. Kekuatan penerapan Tata Kelola.

11. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola dimaksud harus

ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank.

lll. Penilaian Good Corporate Governance (GCG) dari Otoritas Jasa Keuangan

1.

Dalam rangka melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang telah
dilakukan oleh Bank maka Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian atau
evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Tata Kelola
bank. Dalam melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (self
assessment) penerapan Tata Kelola Bank, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta
penjelasan dan/atau melaksanakan pemeriksaan khusus.

Berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi dari self assesment yang dilakukan oleh
bank, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyampaikan rencana
tindak yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank
dengan target waktu tertentu.

Dalam hal diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan
penyesuaian rencana tindak dan menyampaikan kembali penyesuaian rencana tindak
tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dievaluasi.

Laporan Penerapan Tata Kelola Bank yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa
Keuangan adalah tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan harus
diperbaiki oleh Bank dan disampaikan kembali dengan memenuhi ketentuan POJK
Tata Kelola Bank.

Termasuk dalam pengertian perbaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Bank yang
dilakukan oleh Bank adalah penyesuaian Peringkat Komposit apabila terdapat
perbedaan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Bank dan Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan Penerapan Tata Kelola Bank beserta perbaikannya sebagaimana dimaksud
pada angka 8 dan 10 disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p.
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat.

IV. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance

1.

Bank harus menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola setiap tahun secara

lengkap paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :

a. Pemegang Saham

b. Otoritas Jasa Keuangan,

c. Asosiasi BPR di Indonesia yaitu Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bank
Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO)

d. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

Bagi Bank yang telah memiliki Web (home page) wajib menginformasikan laporan

penerapan Good Corporate Governance (GCG) paling lambat 4 (empat) bulan setelah

tanggal 31 Desember.

Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola apabila Bank

menyampaikan laporan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan melampaui batas
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akhir waktu penyampaian laporan tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas

akhir waktu penyampaian.

Bank dianggap tidak menyampaikan laporan pelaksanaan Good Corporate

Governance (GCG) apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud dalam batas

waktu keterlambatan (lihat butir 6)

Bank yang tidak menyampaikan laporan Good Corporate Governance (GCG) tetap

diwajibkan untuk menyampaikan laporan Good Corporate Governance (GCG) sebelum

akhir tahun berikutnya.

Penyampaian laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) diatur sebagai

berikut :

a. Laporan posisi akhir Desember 2016 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

b. Laporan untuk pihak lain dan yang diunggah melalui Web (home page) yaitu
untuk laporan bulan Desember 2017.

c. Sanksi laporan penyampaikan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
mulai diterapkan untuk penyampaikan laporan posisi 31 Desember 2017

Laporan Penerapan Tata Kelola disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan
Komisaris Utama.
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BAB XI
PENERAPAN SANKSI

Guna menjamin agar pelaksanaan/penerapan Good Corporate Governance (GCG) dapat
berjalan secara baik, efektif dan berkesinambungan serta untuk menghindari adanya
penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab untuk kepentingan pribadi/golongan, maka
Direksi telah mengatur lebih lanjut tentang larangan dan sanksi yang harus dipatuhi oleh
seluruh jajaran dalam organiasi. Dengan ditetapkannya larangan dan sanksi yang tegas
diharapkan pelanggaran dan penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang untuk
kepentingan pribadi atau golongan dapat dicegah sedini mungkin sehingga seluruh proses
penerapan Good Corporate Governance (GCG) dapat berjalan dengan baik dan efektif. Adapun
larangan dan sanksi tersebut diatur lebih lanjut sebagai berikut :

I.  LARANGAN

1. Seluruh komponen yang ada dalam organisasi dilarang menyalahgunakan wewenang
dan tanggungjawabnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

2. Seluruh komponen dalam organisasi dilarang memberikan informasi tentang kondisi
tingkat kesehatan Bank, profil risiko, hasil penilaian Good Corporate Governance
(GCG) maupun membocorkan rahasia Bank kepada pihak lain yang tidak
berkepentingan untuk kepentingan pribadi/golongan.

3. Pejabat Eksekutif yang diberi wewenang untuk melakukan penilaian Good Corporate
Governance (GCG) dilarang menyalahgunakan wewenang dan tanggungjawabnya
untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

4. Pejabat Eksekuti yang diberikan wewenang untuk melakukan penilaian Good
Corporate Governance (GCG) dilarang menyalahgunakan kesempatan untuk
memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menjual informasi tentang hasil
penilaian Good Corporate Governance (GCG) Bank kepada pihak lain.

5. Pejabat/pegawai dilarang melakukan tindak pidana perbankan (Tipibank) dengan cara
melakukan pemalsuan data, melakukan window dressing, korupsi, maupun cara-cara
lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
yang dilakukan Bank.

6. Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini namun dinilai merugikan Bank
secara finansial maupun non finansial

Il. SANKSI INTERNAL
Bentuk sanksi yang akan dikenakan kepada oknum pejabat/pegawai yang melakukan
tindak pidana perbankan maupun tindakan-tindakan lainnya yang merugikan Bank, diatur
secara tegas sebagai berikut :

Memberikan teguran secara lisan

Memberikan surat peringatan secara tertulis secara bertingkat
Memberikan sanksi dalam bentuk scorsing secara bertahap.
Penurunan pangkat 1 (satu) tingkat dibawahnya
Pemberhentian dengan hormat

Pemberhentian dengan tidak hormat

No vk wbhRE

Melakukan tindakan hukum lainnya
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lll. SANKSI DARI OTORITAS PENGAWAS BANK

1.

Keterlambatan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan dikenakan

denda kewajiban membayar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
4/P0JK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Bagi Bank yang tidak memenuhi ketentuan tentang Tata Kelola Bagi Bank akan

dikenakan sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain berupa :

a.
b.

[oN

Teguran tertulis

Penurunan tingkat kesehatan Bank dan atau

Penghentian sementara kegiatan operasional

Pencantuman dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus Fit

and proper test.
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BAB XII
PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG
)ini yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/P0OJK.03/2015 Tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan diharapkan semua jajaran dalam
organisasi memahami dan mengetahui pokok-pokok yang terkandung dalam Buku Pedoman
Pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut. Buku Pedoman Pelaksanaan Good
Corporate Governance (GCG) ini akan diberlakukan mulai tanggal 1 Juni 2016. Jika di dalam
pelaksanaannya nanti masih terdapat kekurangan atau kurang sempurna, maka pihak
Manajemen PT.BPR Kanaya akan melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya agar
penerapan Good Corporate Governance di Bank ini dapat berjalan secara maksimal.

Demikian untuk dapat dilaksanakan oleh semua pegawai.
Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal : 06 Juni 2016

Singaraja, 06 Juni 2016
PT. BPR. Kanaya

Direksi,

| Ketut Widiarsa Bagus Putu Arya Budhi

Direktur Utama Direktur

Mengetahui/Menyetujui

Dewan Komisaris

Komang Adi Suryawan, S.Kom | Made Mudarma,SH.,MM

Komisaris Utama Komisaris
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